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Abstrak

Implementasi kebijakan satu peta di Indonesia pada tahun 2016-2020 terdiri atas kompilasi,
integrasi, berbagi data, sinkronisasi, dan regulasi. Makalah ini hanya membahas integrasi.
Dasar pemilihan integrasi dikarenakan konsep ini sering dibahas di dalam kajian tata ruang.
Tujuan penulisan makalah ini adalah mendiskusikan konsep integrasi khususnya topik tata
ruang di dalam kebijakan satu peta di Indonesia. Metode kajian yang dipilih adalah analisis
dokumen kebijakan. Dokumen kebijakan sebagai data utama makalah ini bersumber dari
laporan pelaksanaan percepatan kebijakan satu peta (PKSP) tahun 2016-2020. Kerangka kerja
analisis makalah ini mengadopsi tiga kategori integrasi, yaitu sektoral, teritorial, dan organisasi.
Hasil dari kajian ini berupa matriks yang menjelaskan tiga kategori integrasi dengan tema-tema
hasil review terhadap dokumen kebijakan. Tindak lanjut dari hasil kajian adalah agenda-agenda
penelitian dengan fokus integrasi tata ruang di dalam kebijakan satu peta.

Kata kunci: integrasi, tata ruang, PKSP
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PENDAHULUAN

Kebijakan Satu Peta (KSP) menurut Darmin Nasution dalam sebuah wawancara
dengan Buletin Tara Ruang, KSP diyakini akan mendukung tata ruang melalui satu
referensi peta dasar yang digunakan sebagai data dasar perencanaan (Butaru, 2015).
Salah satu keunggulan KSP adalah luarannya yang berupa produk satu peta (Pratikno,
2017). Melalui KSP, data dasar geospasial yang bersifat tematik atau Informasi
Geospasial Tematik/IGT diharapkan dapat diintegrasikan dengan tata ruang melalui
tiga kegiatan utama KSP yaitu kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi (Butaru, 2016;
Pratikno, 2017).

Sue Kidd menjelaskan bahwa integrasi merupakan isu utama dalam beberapa
penelitian terdahulu di bidang perencanaan (Kidd, 2007). Melalui hasil review terhadap
beberapa referensi, Sue Kidd merumuskan tiga kategori integrasi, yaitu sektoral,
teritorial, dan organisasional (Kidd, 2007). Pertama, secara terjemahan ringkas,
merujuk dari pendapat de Boe et al. tahun 1999 Sue Kidd menjelaskan bahwa integrasi
sektoral digambarkan sebagai penggabungan atau diistilahkan sebagai “joining-up”
berbagai dokumen kebijakan dan para pelakunya di wilayah yang spesifik (Kidd, 2007,
p. 164) Lebih lanjut, integrasi sektoral terdiri atas integrasi lintas sektor atau cross
sectoral dan integrasi antar instansi atau inter agency (Kidd, 2007). Secara terjemahan
ringkas, integrasi lintas sektoral adalah “integrasi berbagai kebijakan publik dalam satu
wilayah” (Kidd, 2007, p. 167). Sedangkan definisi dari teriemahan ringkas integrasi
antar instasi atau inter agency adalah “integrasi aktivitas-aktivitas instansi pemerintah,
swasta dan lembaga sosial di satu wilayah” (Kidd, 2007, p. 167). Kedua, integrasi
teritorial yang terdiri atas integrasi vertikal dan horisontal. Integrasi vertikal dari hasil
teriemahan ringkasnya adalah “integrasi dari berbagai aktivitas rencana tata ruang
dalam skala spasial yang berbeda” (Kidd, 2007, p. 167). Sedangkan integrasi
horisontal diterjemahkan sebagai “integrasi dari aktivitas rencana tata ruang antar
wilayah atau wilayah tetangganya dengan tujuan yang sama” (Kidd, 2007, p. 167).
Ketiga, integrasi organisasional terdiri atas tiga macam integrasi yaitu integrasi
strategis, operasional, dan pemangku kepentingan atau stakeholder atau disipliner
(Kidd, 2007). Integrasi strategis dapat diterlemahkan sebagai “integrasi dari
perencanaan tata ruang terhadap strategi-strategi, program-program, dan berbagai
inisiasi dalam satu wilayah” (Kidd, 2007, p. 167). Sedangkan integrasi operasional
adalah “integrasi rencana tata ruang dengan mekanisme yang sesuai di satu wilayah”
(Kidd, 2007, p. 167). Kemudian definisi integrasi pemangku kepentingan adalah
“‘integrasi berbagai pemangku kepentingan atau stakeholder di dalam satu wilayah”
(Kidd, 2007, p. 167).

Sementara itu, hasil review penulis terhadap dokumen kebijakan, yaitu Laporan
Pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP) tahun 2016-2020 (Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian, 2020) mengidentifikasi empat tema dari strategi
penguatan program kebijakan satu peta pasca 2020 di halaman 62-63. Empat tema
tersebut adalah peraturan terbaru, pengelolaan data dan informasi geospasial, institusi,
dan mekanisme. Dasar pemilihan tema tersebut adalah dengan mengkaji dokumen
kebijakan tersebut dan juga memperhatikan fokus dari kebijakan, strategi, tujuan dari
kebijakan, dan penekanan dari kebijakan (Humphrey et al., 2003).

Di Indonesia, pengalaman integrasi tata ruang dapat dilihat dari praktik integrasi
tata ruang darat dan laut (Desfitriza, Hidayanti, Pahayu, & Rudianingsih, 2021). Salah
satu kendala dalam pengintegrasian adalah bagaimana teknis pengintegrasian
(Desfitriza et al., 2021). Sementara itu, di Indonesia dengan keberadaan dokumen
perencanaan tata ruang dan perencanaan pembangunan memungkinkan adanya
permasalahan integrasi, sebagai contoh dalam hal kelembagaan, sumber daya
manusia sampai ke permasalahan pengintegrasian muatan dokumen perencanaan
(Yulianti, 2017).
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Makalah ini membahas bagaimana keterkaitan konsep integrasi tata ruang dalam
KSP (Tabel 1). Hasil dari kajian ini adalah sebuah matriks (Elia & Margherita, 2018;
Humphrey et al., 2003; Peeters et al, 2017). Metode yang digunakan adalah
mengelaborasi matriks yang berisikan kategori integrasi tata ruang dan hasil
identifikasi terhadap tema-tema PKSP. Kemudian penulis mencocokkan kategori dan
tema-tema terpilih dengan muatan-muatan yang ada di dalam sumber data dan
literatur yang tersedia (Humphrey et al., 2003; Rijanta, 2020). Di tabel 1, penulis
menyingkat nama-nama kategori (beserta dengan komponen penyusunnya atau
subkategori) dan tema dengan merujuk kepada bagaimana penulisan matriks TOWS
(Muhammad, 2008). Terdapat dua belas (12) topik hasil perpaduan antara integrasi
tata ruang dengan tema-tema PKSP. Selain itu, analisis berupa isu-isu kritis disajikan
untuk setiap kelompok (semisal kelompok (S-PT) yang didetilkan dengan ILS-PT dan
IAI-PT, dan seterusnya) didalam matriks menghasilkan dua belas (12) kombinasi
antara kategori dan tema di Tabel 1 (Peeters et al.,, 2017; Saiu, 2017). Menurut
(Veverka, n.d.) isu-isu kritis adalah topik-topik yang berkaitan dengan permasalahan
dan solusinya. Topik dapat diperoleh dari hasil bacaan terhadap referensi dan minat
dari peneliti (Peters, 2017). Isu-isu kritis tersebut kemudian dideskripsikan menurut
definisi dan konteksnya (Medina-Mufioz & Medina-Mufioz, 2013; Peeters et al., 2017).
Namun, di dalam makalah ini hasil utama dari kajian adalah pertanyaan-pertanyaan
yang diperoleh dari hasil identifikasi terhadap isu-isu atau topik (Peters, 2017).
Kemudian perpaduan dari sub-kategori seperti integrasi lintas sektoral (ILS) dengan
tema-tema PKSP menghasilkan dua puluh delapan (28) sub-topik. Hasil dari kajian ini
adalah pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan dari subkategori dengan tema-tema.
Dengan demikian, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan berjumlah lebih dari dua
belas pertanyaan. Sedangkan definisi, konteks, dan solusi dari setiap isu-isu kritis
belum dijelaskan di dalam kajian ini. Oleh karena itu, definisi, konteks, dan solusi-solusi
atau jawaban dari setiap pertanyaan merupakan peluang untuk menindaklanjuti kajian
awal ini dengan penelitian-penelitian berikutnya mengenai integrasi tata ruang dengan
PKSP.

Tujuan penulisan makalah ini adalah mengidentifikasi isu-isu kritis atau topik-
topik mengenai kategori integrasi tata ruang dan kaitannya dengan kebijakan satu
peta. Makalah ini selanjutnya disusun dalam bagian metode, hasil dan pembahasan,
serta simpulan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian desk study dengan fokus mereview
dokumen kebijakan (Grafakos, Trigg, Landauer, Chelleri, & Dhakal, 2019). Data yang
digunakan bersumber dari internet (Moschitz, 2018). Sumber data (dokumen
kebijakan) yang digunakan adalah Laporan Pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu
Peta tahun 2016-2020 (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2020). Untuk
menganalisis data tersebut, penulis menggunakan teknik analisis dokumen kebijakan
(Humphrey et al., 2003). Teknik analisis konten yang diarahkan atau directed content
analysis dilakukan untuk menganalisis dan mereview kebijakan (Hsieh & Shannon,
2005; Whaley & Weatherhead, 2016). Dokumen kebijakan dianalisis dengan cara
mengkaji kriteria integrasi tata ruang dengan tema-tema terpilih dari buku laporan
PKSP (Humphrey et al., 2003; Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2020;
Kidd, 2007; Warsito, Budiharsana, Burns, & Hartono, 2021).

Makalah ini disusun dari hasil identifikasi terhadap kategori dan tema sebagai
dasar penyusunan matriks (Humphrey et al., 2003). Dari hasil review terhadap peneliti
sebelumnya, Kidd (2007) merumuskan tiga kategori ataupun dimensi integrasi yaitu
sektoral, teritorial, dan organisasional. Makalah ini mengadopsi tiga kategori integrasi
penataan ruang dari Sue Kidd. Sedangkan tema yang dipilih adalah peraturan terbaru,
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pengelolaan data dan informasi geospasial, institusi, dan mekanisme (Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil kajian merupakan hasil perbandingan antara kategori hasil penelusuran
pustaka terhadap konsep integrasi tata ruang dengan tema-tema yang diidentifikasi
dari laporan PKSP tahun 2016-2020. Tiga kategori integrasi tata ruang yaitu sektoral
(S), territorial (T), dan organisasional (O). Tema-tema hasil identifikasi PKSP yaitu
peraturan terbaru (PT), pengelolaan data dan informasi geospasial (PDIG), institusi (1),
dan mekanisme (M). Empat tema tersebut merupakan hasil identifikasi terhadap
strategi penguatan program kebijakan satu peta pasca tahun 2020 di halaman 62 dan
63 Laporan PKSP tahun 2016-2020 (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,
2020). Terdapat dua belas (12) topik hasil identifikasi integrasi dan tema-tema PKSP.
Topik-topik tersebut adalah sebagai contoh S-PT, yaitu hasil perbandingan antara
kategori integrasi sektoral (S) dengan peraturan terbaru (PT) sampai dengan O-M,

yaitu integrasi organisasional (O) dengan mekanisme (M).

Tabel 1. Matriks kategori integrasi tata ruang dan tema-tema PKSP
Tema PKSP

Integrasi tata ruang

Peraturan Pengelolaan Institusi Mekanisme

terbaru data dan () (M)
(PT) informasi
geospasial
(PDIG)
Sektoral (S) (S-PT) (S-PDIG) (S-D (S-M)
- Integrasi Lintas ILS-PT ILS-PDIG ILS-I ILS-M
Sektoral (ILS) IAI-PT IAI-PDIG IAl-] IAI-M
- Integrasi Antar
Instansi (IAl)
Teritorial (T) (T-PT) (T-PDIG) (T-1) (T-M)
- Integrasi Vertikal IV-PT IV-PDIG V- IV-M
(V)
- Integrasi Horisontal IH-PT IH-PDIG IH-1 IH-M
(IH)
Organisasional (O) (O-PT) (O-PDIG) (O-) (O-M)
- Integrasi Strategis IS-PT IS-PDIG IS-I IS-M
(1S)
- Integrasi I0-PT I0-PDIG 101 10-M
Operasional (10)
- Integrasi Pemangku IPK-PT IPK-PDIG IPK-I IPK-M

Kepentingan (IPK)
Sumber: hasil elaborasi penulis dengan membandingkan kategori dan tema di dalam
Kidd (2007) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2020).
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Pertanyaan-pertanyaan untuk topik (S-PT)

1. Apakah Peraturan Presiden terbaru yaitu Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun
2021 (Republik Indonesia, 2021) akan mampu mengakomodasi pelaksanaan
KSP di suatu wilayah? (ILS-PT)

2. Bagaimana masyarakat dapat mengakses sistem geoportal PKSP? (IAI-PT)

3. Faktor-faktor apa saja yang membatasi atau memudahkan masyarakat dalam
mengakses sistem geoportal PKSP? (IAI-PT)

4. Apakah semua SDM profesional di bidang IG sudah tersertifikasi? (IAI-PT)

Pertanyaan-pertanyaan untuk topik (S-PDIG)

5. Apakah lembaga-lembaga pemerintah, swasta, dan sosial dapat berpartisipasi
dalam kegiatan pemetaan partisipatif dan hasilnya sesuai dengan harapan
lembaga-lembaga tersebut? (ILS-PDIG)

6. Sejauh mana peran geoportal PKSP dalam mendukung aktivitas-aktivitas
rencana tata ruang instansi pemerintah, swasta, dan lembaga sosial? (IAl-
PDIG)

7. Apakah menu-menu yang ditampilkan dalam sistem geoportal PKSP dapat
dengan mudah dioperasionalisasikan oleh operator semua lembaga? (IAl-
PDIG)

8. Apakah hasil pengolahan dan analisis data geospasial sesuai dengan
kebutuhan pengguna? (IAl-PDIG)

9. Apakah semua lembaga sudah mengetahui manfaat dari sistem geoportal
PKSP? (IAI-PDIG)

Pertanyaan-pertanyaan untuk topik (S-I)

10. Apakah semua informasi geospasial sudah dapat diakses lembaga pemerintah,

swasta, sosial, dan masyarakat melalui sistem geoportal PKSP? (ILS-I), (IAl-I)
Pertanyaan-pertanyaan untuk topik (S-M)

11. Apakah kebijakan atau peraturan terbaru PKSP mendukung mekanisme

kegiatan usaha di suatu wilayah? (ILS-M)
Pertanyaan-pertanyaan untuk topik (T-PT)

12. Faktor-faktor apa saja yang mendukung kapasitas SDM pengelola PKSP di
tingkat pusat dan daerah? (IV-PT)

13. Apa saja strategi untuk menyelesaikan permasalahan penataan ruang? (IH-PT)

Pertanyaan-pertanyaan untuk topik (T-PDIG)

14. Siapa saja konsultan yang bertugas untuk mendukung program-program
PKSP? (IV-PDIG) (IS-PDIG)

15. Bagaimana kemudahan mekanisme perizinan tata ruang setelah sistem
geoportal PKSP tersedia? (I0-PDIG)

16. Apakah dengan ketersediaan peta-peta tematik terbaru dengan skala besar
membantu proses perencanaan tata ruang di suatu wilayah? (IV-PDIG)

Pertanyaan-pertanyaan untuk topik (T-I)
Pertanyaan-pertanyaan untuk topik (T-M)

17.Berapa persentase peta-peta tematik mendukung semua kegiatan
perencanaan tata ruang di suatu wilayah dan wilayah-wilayah tetangganya?
(IH-M)

18. Apakah sudah tersedia peta peta tematik PKSP skala besar di tingkat pusat,
provinsi, dan kabupaten/kota? (IV-M)

Pertanyaan-pertanyaan untuk topik (O-PT)

19. Apa saja strategi, program, dan inisiasi yang diperlukan untuk mendukung
pelaksanaan PKSP di masa mendatang? (IS-PT)

20. Seperti apa bentuk bentuk insentif ataupun disinsentif untuk mendukung
pelaksanaan PKSP di masa mendatang? (I0-PT)
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21. Bagaimana peraturan terbaru mampu mendukung mekanisme perizinan tata
ruang? (IPK-PT)

22. Bagaimana peraturan terbaru mengenai sistem teknologi informasi dapat
mendukung kegiatan monitoring dan evaluasi tata ruang? (IS-PT)

Pertanyaan-pertanyaan untuk topik (O-PDIG)

23. Bagaimana kepuasan kepuasan masyarakat dalam proses perizinan kegiatan
yang berkaitan dengan tata ruang? (IO-PDIG)

24. Bagaimana kemajuan sinkronisasi terhadap peta-peta tematik terbaru dalam
rangka mendukung mekanisme PKSP? (I0-PDIG)

25. Berapa persen dari seluruh lembaga pelaksana PKSP di Indonesia yang telah
beroperasi penuh dalam rangka menyelesaikan permasalahan tumpang tindih
pemanfaatan lahan? (IPK-PDIG)

Pertanyaan-pertanyaan untuk topik (O-I)

26. Apakah informasi geospasial di sistem geoportal PKSP mampu mendukung
kegiatan tata ruang? (10-1)

27. Apakah sudah tersedia SDM yang cakap dalam mengoperasikan sistem
geoportal PKSP di suatu wiayah? (IPK-I)

Pertanyaan-pertanyaan untuk topik (O-M)

28. Apakah proses penerbitan perizinan mengacu kepada peta peta tematik PKSP
skala besar yang telah disusun? (10-M)

29. Bagaimana para pemangku kepentingan dapat mengupdate informasi
geospasial secara partisipasif dan langsung? (IPK-M)

Berkaitan dengan topik seperti pemetaan partisipatif, penelitian terdahulu dari
Marjuki (2018) menyimpulkan bahwa kegiataan pemetaan dengan melibatkan
narasumber dari desa mampu melengkapi peta-peta konvensional. Namun, kegiatan
pemetaan partisipatif memiliki keterbatasan yaitu memerlukan tindak lanjut berupa
koreksi geometris sehingga nantinya memiliki kualitas yang lebih baik. Sejalan dengan
hal tersebut, diharapkan melalui pertanyaan yang diajukan di nomor 29 ke depannya
hasil-hasil pemetaan partisipatif yang sudah terkoreksi dapat disinkronkan terlebih
dahulu sebelum nantinya digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan
perencanaan tata ruang.

Berkaitan dengan topik SDM tersertifikasi untuk mendukung pengelolaan Informasi
Geospasial Dasar, Kusumawardhani, Sumaryono, Kusumo, Ristriantri, & Perkasa
(2018) menjelaskan keterbatasan jumlah SDM professional di bidang informasi
geospasial dasar (IGD) dan faktor-faktor teknis dan non teknis yang menyebabkan
mengapa kompetensi para peserta ujian sertifikasi belum tercapai. Disisi lain
diharapkan di tahun-tahun mendatang kebutuhan SDM professional IGD dapat
terpenuhi sebagaimana pertanyaan nomor 4 di atas. Berkaitan dengan hal, tersebut
Nurwadjedi, Rosalina, & Wibisono (2018) menyarankan perlunya kerjasama dengan
perguruan tinggi.

Sementara itu, berkaitan dengan isu penataan ruang yang kemudian dikerucutkan
ke dalam pembahasan seperti ketersediaan peta peta dasar skala besar beserta
dengan kualitas data menarik perhatian Nurwadjedi et al. (2018). Di dalam
makalahnya, Nurwadjedi et al. juga mengupas bagaimana pentingnya integrasi tata
ruang dan peran dari geoportal untuk mendukung berbagai kegiatan penataan ruang
dan perizinan. Ke depan, apabila ingin mengkaji bagaimana peranan geoportal KPS,
integrasi tata ruang dapat mengembangkan dari pertanyaan 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16,
23, 24, dan 25.

SIMPULAN

Makalah ini diharapkan dapat berkontribusi dalam diskusi integrasi tata ruang
dan KSP. Di Indonesia persoalan integrasi penataan ruang menjadi sangat penting
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(Cahyani, 2021). Lebih lanjut, apabila beberapa tahun sebelumnya persoalan seperti
integrasi tata ruang darat dan laut dapat dijawab dengan terbitnya Undang-Undang
Cipta Karya/ UUCK (Cahyani, 2021). Namun, isu-isu integrasi tata ruang seperti 1)
koordinasi antar lembaga atau instansi baik di tingkat pusat sampai daerah, 2)
ketersediaan sumberdaya manusia yang tersertifikasi sebagai pengelola sistem
informasi geoportal KSP, 3) perbedaan muatan perencanaan spasial dan
pembangunan masih akan menjadi isu-isu yang layak dikaji (Yulianti, 2017). Sehingga
penelitian lanjutan seperti mengkonfirmasi topik-topik hasil kajian konten terhadap
kategori integrasi tata ruang dan tema-tema KSP perlu dilakukan. Semisal,
menambahkan informasi dari para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah
melalui kegiatan wawancara dengan para ahli serta menambahkan dokumen kebijakan
untuk dasar analisis (Humphrey et al., 2003). Selain itu, deskripsi terhadap isu-isu dan
topik-topik integrasi penataan ruang diharapkan juga dapat dijelaskan (Medina-Mufioz
& Medina-Munoz, 2013; Peters, 2017). Kajian mendalam mengenai bagaimana peran
peta dan teknologi sistem informasi geografi dalam mendukung integrasi penataan
ruang dan daerah aliran sungai juga berpotensi untuk diteliti (Smith, Wall, &
Blackstock, 2013).
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